BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun
mmmmmeﬁaKmDmm

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, periu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

.wmmmrmmmm

Pembentukan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia TmZDOll
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389),

.umummazrmmm

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tm
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negere Repbik pdoresia Tim 205 Yames 15

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
2)

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 7 ).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
JEPARA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
DMPWMPWMDMPWMPW
Kabupaten Jepara

NhW N
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6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Jepara

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang
berada pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB Il
Susunan Organisasi
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdin dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat, membawahi :
a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b) Sub Bagian Keuangan,
¢) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
a) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan,
b) MSMPWPWWFMTWFM
4. Bidang Holtikultura, membawahi :
a) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura;
b) Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Holtikultura.
5. Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan, membawahi :
a) Seksi Produksi Peternakan,
b) Seksi Usaha Tani Peternakan.
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
a) Seksi Kesehatan Hewan,
b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. UPT;
8 Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Il
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Pertanian dan Petemakan mempunyai fungsi

a perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5
Kmuﬁmstmannmyﬁmmimm

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat,
perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan,
pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
rnarnpmwfmgn
perencanaan, evaiuasi dan laporan ;
l:, penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan
dinas, ;

; mwmmﬁmmwnmm.m
dan fungsinya .
Pasal 8
(1) Sekretariat terdiri dari -
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;

b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan
evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian
Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
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penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan
Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah;

pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
laporan-laporan insidentil;

pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan
menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan
organisasi dan tatalaksana,

penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya,

pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat
pelaporan kegiatan Dinas:

wmmmmmmmmm

Mmm@“hmmmw
- | bal I oo =
penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;

tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata
usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi

Pasal 12

umw«wmmmmwmmmw 11, Sub

23

pertanggungjawaban
pﬂmmmthbhw“ﬁkm
pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan
akuntansi Dinas;
menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

Sub Bagian MWWWme
kepegawaian

vk Sndorsh P e o

penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas; -

pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat
menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian,

pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
pampamdw\mdmmmm:

pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas; :
pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja,

pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;

pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

XS T@™OQ NO®
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q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 15

[ZJBMTummemMmdM
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang
Tummw_ﬁm:
pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian;
Mwmmmm

pelaksanaan kerjasama dan koordinasi,
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi,

pemberdayaan kelompok tani,

~0Qa0OU®



.wmmmmmmm
pembinaan diversifikasi tanaman pangan,
perijinan dan pembinaan usaha tanaman pangan;
rehabilitasi dan pemberdayaan lahan
pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan sesuai dengan tugas & fungsinya,

FE R R R st (-

Pasal 17

(1) Bidang Tanaman Pangan terdin dan :
a Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan |
b. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 18
Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas

melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi , ketahanan pangan, intensifikasi,
rehabilitasi, perlindungan tanaman dan bimbingan sarana produksi di bidang

'. wmmmwmmm
. pemanfaatan varietas , kbnkumdrhdmmwm

g~ T -Je~eanoe
©
=

'.mwmmammmma&me
Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai
tugas melaksanakan usaha fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan.



Pasal 21

UMWWMMMWMMM
Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai
a. WMWMsMMMMTm
Pangan;

promosi hasil Tanaman Pangan;

pengembangan Teknologi Tepat Guna;

fasilitasi dan kerjasama pengolahan pasca panen,

pembinaan usahatani bidang pemasaran tanaman pangan,

penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengolahan dan pemasaran
tanaman pangan, [

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman
Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

T @a*0any

Pasal 22

:1)Bmmwuamww_mmmmmmm
pertanian tanaman hortikultura,

(2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang
Hortikultura mempunyai fungsi : _ :

; Wmmimwmmm;

pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produksi,

pemasaran hasil, )
pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman hortikultura;
pembinaan usaha pertanian hortikultura;

| . ; e ml-.'. .
Wwﬁnmmd‘ dibidangnya o _ )
Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 24

aopo

~Ja ™o

(1) Bidang Hortikultura terdiri dari : _

a Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura;

b. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura,
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

mmhmmmmmwﬂmmm



Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai
tunas melakeanakan uysaha-iisaha npeninokatan oroduksi, ketahanan pangan,
intensifikasi, rehabilitasi, perlindungan tanaman dan bimbingan sarana produksi
dibidang tanaman hortikultura.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi

Rehabilitasi. Perlindungan Dan Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas °
pelaksanaan kegiatan intensifikas: pertarnian tanaman hortikultura;

: mmmwmmmm

i
8 i
It
i

k. rehabilitasi dan pemberdayaan lahan pertanian tanaman hortikultura;

pembinaan dan pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman Hortikultura;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura
sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 27

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura

mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian tanaman hortikultura

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Seksi
WPWPWMPMTWMMWN
a mmmmmmmmm

pmwmmmmmmmmm

mmmmmpummmmmm

panydotwnmm kegiatan administrasi seksi pengolahan dan pemasaran
tanaman hortikultura,

Penyelenggaraan administrasi dibidangnya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hortikultura sesuai

tugas dan fungsinya

- ﬂﬂpnnw
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Bagian Keenam
Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan
Pasal 29

(1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
usaha peningkatan produksi dan pengembangan managemen usaha tani
peternakan.

(2) Bidang Produksi dan Usaha Tani Petemnakan dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan
' 30
Pasal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang
Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan evaluasi program peningkatan produksi dan usaha tani
peternakan.

melakukan usaha - usaha peningkatan produksi.

pemantauan mutu ternak bibit.

pembinaan pengolahan hasil peternakan. :

pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna pengolahan hasil.

fasilitasi pemasaran hasil.

promosi pemasaran hasil.

pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan serta peredaranya.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

Fr e teoano

(1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan terdiri dari :
a Seksi Produksi Peternakan
b. Seksi Usaha Tani Peternakan

(2) Masing - masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
makapﬂmbamdmdlmmnwmw
Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan.

Pasal 32

mutu pakan ternak.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi

Produksi Peternakan mempunyai fungsi

a perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi petermakan.

b. bimbingan teknis reproduksi dengan menyusun kebutuhan semen beku,
mengadakan dan menyebarkan semen beku dan membantu inseminasi buatan.

c. pemantauan mutu ternak bibit.

d. bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.

e. bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang petermakan.



koordinasi kegiatan - kegiatan dibidangnya.

bimbingan teknis pemeliharaan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha
Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Ta ~

Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha
peningkatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan.

Pasal 35
mwwmmmmum

~ Usaha Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 36
(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai

(2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh
mumammmmmmmwm
Dinas Pertanian dan Peternakan.

e

f. Pmmmmmummm

g. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.

h. pengelolaan laboratorium type C.

i pengawasan kesehatan hewan lalu lintas temak.

| penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak.

k. pelaksanaan dan bimbingan identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan
ternak.
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|. pelaksanaan dan bimbingan penataan, pengelolaan administrasi penyebaran
dan pengembangan ternak.

m. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dibidangnya.

n. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Hewan
b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
(2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Pasal 39

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan pelayanan
kesehatan hewan dan sanitasi lingkungan .

Pasal 40

| pelaksanaan tugas - mmmmmmamw
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetenner sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 41

|
it
H
;
i
id

Seksi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas bimbingan dan
pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 42

a. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

b. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.

¢ Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.

d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.

e. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar dalam
wilayah Daerah.

Bimbingan dan pemantauan temak bibit asal impor wilayah Daerah.

Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.

Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dalam wilayah Daerah.

o ~
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i. Bimbingan kelembagaan / perhimpunan Dokter Hewanindonesia (PDHI) dalam
i mmmmm
k pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 43

(1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin
oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
PmTﬁwammnymhm

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Bupati.
Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Moperber 2008

PATI JE

T HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Mopemier 2008

SEKRETARIS DAERAH

OLIH
A DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 38¢
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i. Bimbingan kelembagaan / perhimpunan Dokter Hewanindonesia (PDHI) dalam
i mmmmm
k pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 43

(1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin
oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas ;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
PmTﬁwammnymhm

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Bupati.
Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Moperber 2008

PATI JE

T HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Mopemier 2008

SEKRETARIS DAERAH

OLIH
A DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 38¢




